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Dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum
berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan semestinya didasarkan pada asas kepentingan terbaik
bagi anak sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin. Berkenaan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten dari tahun 2019-2024 menerima 82 permohonan dispensasi kawin, yang
sebagian besarnya (73,1%) dikabulkan oleh hakim. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa permasal ahan
mengenai perlindungan anak dalam pemberian dispensasi kawin, penting untuk dipahami secara
komprehensif. Untuk itu, fokus dari penelitian ini adalah tentang perlindungan anak dalam
pengimplementasian PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan
menggunakan metode sosio-legal, melaui studi lapangan dan studi tekstual. Data yang dikumpulkan
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa prinsip
kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu tercermin dalam penetapan dispensasi perkawinan, karena dalam
beberapa temuan kasus, hakim kerap mengabaikan isu problematik, seperti child grooming dan statutory
rape. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penanganan praktik perkawinan anak telah dilakukan melalui
sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat, program ujian penyetaraan bagi anak yang
putus sekolah, layanan kesehatan gratis untuk perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan
(KTD), dan pengadaan Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (STRANAS PPA).
Akan tetapi, upaya pencegahan dan penanganan praktik perkawinan anak terhambat karena suburnya
perkawinan anak di bawah tangan yang sulit untuk ditelusuri.

...... Dispensation of marriage as the granting of permission to marry by the court to a potential husband/wife
who isnot yet 19 years old to enter into marriage should be based on the principle of the best interests of the
child asregulated in PERMA Number 5 of 2019 regarding Guidelines for Adjudicating Marriage
Dispensation. Regarding marriage dispensation, the Religious Court of Pandeglang District, Banten
Province, from 2019-2024, received 82 applications, most of which the judge granted 73.1%. This fact
shows that the issue of child protection in granting marriage dispensation must be comprehensively
understood. For this reason, this research focuses on child protection in the implementation of PERMA
Number 5 of 2019. This nondoctrinal legal research uses socio-legal methods, field studies, and textual
studies. The data collected are then analyzed qualitatively. Based on the analysis, it can be explained that the
principle of the best interests of the child is not aways reflected in the decision of marriage dispensation
because, in some case findings, judges often ignore problematic issues, such as child grooming and statutory
rape. On the other hand, efforts to prevent and handle the practice of child marriage by state institutions and
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non-governmental institutions have been carried out through socialization and advocacy to school students
and the general public, an equivalency exam program for school dropouts, accessible health services for
women who experience unwanted pregnancies, and the drafting of the National Strategy for the Prevention
and Handling of Child Marriage. However, these efforts to prevent and handle the practice of child marriage
are hindered by the existence of unregistered child marriages that are difficult to trace.



